
BAB I

PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG

LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena sudah digariskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).
Penyusunan LAKIP Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tahun 2013 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2013, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 

Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) perwujudan dari mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dibebankan kepada setiap SKPD dengan suatu sistem yang diatur secara jelas guna mendorong terciptanya keterbukaan kepada masyarakat luas dengan harapan akan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat secara berkesinambungan.
Sebagai wujud konkrit dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur dengan telah dibentuknya Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur melalui penetapan dan penjabaran yang ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, maka atas dasar itu laporan pertanggungjawaban akhir tahun sebagai laporan kemajuan penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang Perpustakaan dan Kearsipan telah disusun laporan realisasi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam bentuk LAKIP. 
Target kinerja yang harus dicapai Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur tahun 2013, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010–2014 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja yang ada di lingkungan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.
B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan LAKIP Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. 

Tujuan penyusunan LAKIP adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur.

C. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

 
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, maka kedudukan, tugas dan fungsi serta kewenangan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur  adalah, sebagai berikut :

1.  Kedudukan 

Kedudukan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur merupakan pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan melalui Sekretaris Daerah.

2.  Tugas Pokok 

Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang perpustakaan dan kearsipan.
3.  Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya maka Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang arsip dan perpustakaan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

Penjabaran lebih lanjut dari tugas pokok dan fungsi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, diatur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 108 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas : merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.

2. Bidang Publikasi, Promosi Perpustakaan dan Jasa Kearsipan mempunyai tugas : melaksanakan publikasi, promosi perpustakaan dan kearsipan dan melaksanakan pelayanan jasa teknis kearsipan.

3. Bidang Deposit Pengembangan dan Pengolahan Bahan Pustaka mempunyai tugas : melaksanakan pengumpulan, pengolahan koleksi perpustakaan dan kebijakan teknis preservasi koleksi perpustakaan.

4. Bidang Pembinaan Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis pembinaan perpustakaan.
5. Bidang Layanan Perpustakaan dan Informasi mempunyai tugas : Melakukan layanan informasi, bibliografi, literatur sekunder dan otomasi perpustakaan.

6. Bidang Pengelolaan Arsip Inaktif mempunyai tugas : melaksanakan penarikan, pengolahan, penyimpanan penyusutan, dan pengendalian arsip inaktif.

7. Bidang Penyelamatan Arsip Statis mempunyai tugas : melaksanakan akuisisi pengolahan penyimpanan, pemeliharaan, perawatan dan pelestarian arsip statis.

8. Bidang Pembinaan dan Pemasyarakatan Kearsipan mempunyai tugas : melaksanakan pembinaan dan pengembangan, pengawasan dan supervisi kearsipan, melaksanakan pemasyarakatan dan penyelenggaraan penerbitan naskah sumber serta layanan arsip.
9. Diagram struktur organisasi Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur dapat ditunjukkan dalam bagan di bawah ini :


Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka Badan Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur menterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan rencana strategik (Renstra), yang dalam pelaksanaannya dijabarkan dalam rencana kerja (Renja) tahunan.

Pelaksanaan program kerja tahun 2013 perlu dilaporkan melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP dibuat dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah berdasarkan sistem akuntabilitas yang memadai.

D. Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

Laporan ini penyusunannya mengacu pada : 

1.   Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tanggal 20 September 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.   Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 
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